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Aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menggelar periyataan pers terkait dugasn pelanggaran etik vang
dilibukan Bomist U1 DR terkail pembadmsan BRULLAE, i Gerbang Pancosila, Rompleks Paclermen, Senavan, Jakarly, Senin

T 2025y, Tugaan pelanggaran etk it antara lain pencatutan nama organisasi dan pengabaian prinsip transparansi serts
paurlisipas bermakom dalam pembeisan BEUTLAY
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DPR Bergeming,
RKUHAP Tetap
Disahkan

Undang undang vang disusun tanpa melibatkan masyarakat berisiko
Lidak sempurna dan mudah digusgat melalui jalur hukom.

JAKARTA, EOMPAS — [Dewan
Perwakilun Babyal boergeming
retap menjadwalkan penge-
saban. Hancangan Kitab Un
dang-undang Hukum  Acara
Pidana atae BRRULLAF  poda
Selasa (18/1172025).  TPublik
vang keberulan atau menoluk
REUTHAP hasil rewisi ita di-
subkon dipersilakan menem:-
ph jalar konstitusional de-
mpgan mengjukan gugtan wji
frormil atan materiil ke Mah-
koamah Konstitusi,
RBerdazarkom informasi di gi-
s resmi DEPR. Hupal Pan-
purna ke-8 Masa Persi
11 Tshun

030 WIH i Kompleks ar-
bemen,  Jakarta, Salah  satn
agemdanya ialah pembicarasn
tingkal keduo dan pehgon
bilan  keputusan  terhadap
wsulan pengesaban REUTLAR
Anggnta Komisi [T DR
dari  F i Partai keodilan
Sejahtera (PRS), WNasic THamil,
memberaorkan babwa HEL
HAD akan dibawa ke rapat
paripurna, Sclasa besck, untulk
disahkan. T¥a, betul,” ujarnya
singhkat, Senin (177110,
RELTHAT telah tuntas di-
bahoe Romisi 1 DPH din
preracakilan pemerintah dalam
wiklu dus hari. Pada Kamis
CREA10Y, seluriih fraksi pareai
paolitik di Kormist 111 19K ber-
sarn pemerintah yang diva-
kils Kementerian Hukum dan
Kerent n Selrertarviat MNe-
dars  telah pakat  untuk
membewn HEUHAF ke pem-
bricaraan tingkal [ oatau pe-

nge=ahan  dalam
paurma LPIL

Sensai kesepakatan itu, pe-
nolakaen dart masyvarakal sipil
miul menguat. Koalisi- Wa-
svarakal Sipil untuk Pomba
ruan  KTTHAT misalnyva, me-
nilal. pembahasan BHRULLAP
herlangsung rerbmro-kar.
BEUIEAEF jug dinidai masih
memmuat sejumlah pasal ber-
masalaby, ki dur kelentown
karet hingga atiran vang oi-
nilai berpolensi menvuburkan
persalahmmann - wewenang
aparat penegak hukom.

Koalisi  hahkan  mendesak
Presiden menuscik draf BEL-
HAER dari proses momuju. pa-
ripurna serta memintz PR
dam  poemerintah memombak-
Iy r substansi nsulan ma-
svarokal sipil dopal diakomo
dasi.

Anggoba Komisi 111 DRI da
ri Fraksi Partai Gerindra, Bob
Elosin, mengatakan, wajor jika
numel  kanvak  pandangan
kontr Bahkan, DPE becharap
ada pandangan kontra kerena
had atu dapal mempeckaya pe
nyusunan abstraksi

D, Lanjutnea, juga dapat
memahami jika pihak yang
kontra moengajuloars wji kon
shtusinmal ke ME. Langkah itu
Jjustew dinilad Lepal uli ksl
aca vang dala wal isirmym ada
vany protes dan schapgaime
ailakan maja froedfedoed eewiens™
katanya

Melapor ke MKD
Penolakan publik ifu ber-
wjung pada pelaporan 11 ang-

rapat  pari-

prta  Panitia  Kegja (1%
HEUIIAR durt unsur DPH ke
MAahkamah Kehormatan De-
wan {MEDY, Scenin kemarin,
Koalisi Masyarakat Sipil untuk
Pembsruan KUILAER melapor
ke MET karena proses pem-
bahasan KU TIAE dindlas tidak
membuka partisipazi publik
sevura bermakin.

Direktur Lembaga Hanfian
Llukiom (LRI Jakearta Fadhil
Alfatlan mengungkapkan, -
da Mer 2025 LEBH Jukarta
pernah divndang vk an-
diensi olch Panja REUILAR
Manmun, pihaknya nrenyayang -
kan karena audiensi lersebut
terriyvata dikiain sebagai rapat
denyar pendapat LLITLLLT
(ROPLY Poadahal, dafom ke
sempatan it pihaknes tidak
pernah mremberikan masukan
substantit,

Foorema itu, koalisi menilal,
proses pembahasan BELITHAD
tidlak  aspivalil tidak  partis
pabif, dan cenderung tertutuge
Fadahial, undang-undang men
jamin hak publik untuk her-
partisipasl, Gdol sekodar ha
dir. i masnkan didengar
dipertimbangkan, dan diberi
Jwwaban.,

Mudah digugat

Sevara  lerpisah, pengajar
T Palirik Diniversitas Tslam
Negeri Svaril  Bludayatullah,
Jakarta, A Bakie Thaan, menga-
takan, pemenntih dan DPR
punya migas  legislasi berda-
sarkan aspires: vang berkem-
Pang di mmasvarakal, Kaena
it partisipast moesysrakat da-

agar  rmefulasi | yang
dapat diterima scmua kalang
Aan.

Sclun it menwrut dine di
namika sosial Indoresia vang
sangal  beragam  mcountul
proses lepislasi dilakukan ae-
cura vermal dan tidek terbuo
ru-bur, Undang-undang yang
disusun Lanpa melibalkan ma-
svarakat herisiko fidak sem-
purna dan mudah digassl me-
lalwi jalhor lmkann

"Pemerintah dan DPH se-
hamsnya memyediakan akses
vany memadai bagl masysca-
kab vntuk menelash dan mem-
beri massukan terhadap deal
RLULY katanya

Senada, Direktur Eksekutif
The  Indoncsiein Institute,

Center for Puhlic Policy Re-
searche

Addinnda Tenrianghe
s menilai, ads kecen-
derungan pemerintah dan
MR mempercepat  proses
pembahasan berbagai o
cangan undang-undang hingpga
menyebobkan publik lehi
langan ruang untuk membe-
rikun musukam.

Thada I yang  sanu
menurul iz, mespons peme
rintah  dam  TPPR terhadap
kritik masyurakat sipil sclamos
ini cenderimg defensit dan ti-
dak memberikan ruang disloyg
¥ang Ternadai Padahal,
proses legislas yvang lranspar-
an, aknntabel, parrisiparif
merupakan fondast demokrast
wang schat,
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